
SALINAN

KEPUTUSAN KOMTSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 6l /Kpts/KPU -Kab-012.329336t2015

TENTANG

STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESETIATAN JASMANI DAN ROHANI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang a.

b

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan Gubemui, Bupati dir
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomir
-l lahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernui, Bupati dir
Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu syarat calon Bupati dan calon
wakil Bupati mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim Dokter;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf 4 peraturan
Komisi Pemilihan umurn Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Ikatan
Dokter Indonesia (lDI) tingkat Kabupaten {Kota untuk menetapkan standar
kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KpU
KabupatenKota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 dan
huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan
Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2015.

c

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 l;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Memperhatikan

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubemur.
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang_
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintit
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan Gubemur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai
berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, nupati aan Watit
Bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan Gubemru dan wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 200g tentang Tata Keda
Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi dan fomLi
Pemilihan Umum KabupatenA(ota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9' Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 200g tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas pemilihan
Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor I Tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dar/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor :

1 /Kpts/KPU-Kab-0 12.32933 6 I 201 5 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor :

08/Kpts/KPU-Kab-012.32933612015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang Nomor : 37lKpts/lGU-Kab-012.32933612015 tentang

Perubahan Atas Keputusan Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2015;

3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Direktur RSUD Dr.
M. Ashari Kabupaten Pemalang dan IDI (lkatan Dokter Indonesia) Pengurus

Cabang Pemalang pada tanggal 29 Juni 201 5;
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4

5

Surat Rekomendasi IDI Pengurus Cabang pemalang Nomor : l0g/lDl-
cPNrIl2Dl5 Tanggal I Juri 201 5 tentang panduan Teknis pemeriksaan
Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pemalang Tahun 2015f

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten pemalang
tanggal l0 Juli 2015.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILII{AN UMUM

KABUPATEN PEMALANG
Kepa la Sub Bagian Hukum

standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani calon
Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2015 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan
pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pemalang
Tahun Anggaran 2015 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pemalan!
Tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA,

ABDUL HAKIM

ttd

"1i
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PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

TAHUN 20I5

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang
Nomor : 6llKpts/KPU-Kab-012.329336/20t5
Tanggal : l0 Juli 2015

Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Jasmani dan Rohani

Pemeriksaan status kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dilakukan dengan menganut
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Akuntabel;

b. Obyektif;

c. Konfident;

d. Equelity;

e. Profesional

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan sesuai dengan standart
profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan
pemeriksaan) :

I . Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;

2. Pemeriksaan kesehatan jiwa;

3. Pemeriksaan kesehatan jasmani;

a. Intema;

b. Saraf;

c. Mata;

d. Teling4 Hidung dan Tenggorokan;

e. Kesehatan Gigi;

f. Obstetri Ginekologi;

g. Bedah;

h. Umum;

4. Pemeriksaan Penunjang;

a. Ultrasonography abdomen;

b. Electrocardiography;

c. Foto Roentgen Thoraks;

d. Autorefraktokeratometri;

e. Visus;

f. Tonometri non kontak;
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g. Slit lamp;

h. Funduscopy;

i. Buta wama;

j. MRYCT Scan bila diperlukan;

k. USG transvaginal bila diperlukan;

l. MammographyfusG paludara bila diperlukan.

5. Pemeriksaan fisik lain sesuai indikasi, seperti:

a. Jantung dan Pembuluh Darah;

b. Urologi;

c. Ortppedi;

6. Pemeriksaan laboratorium :

a. Pemeriksaan darah dan urine;

o Hematologi lengkap;

. Urinalisis lengkap

r Tes faal hati termasuk marker hepatitis B dan C

o Tes faal ginjal;

r Profil lipid;

r Tes Bebas Narkoba;

b. Pap'smear : sitologi bagi calon perempuan;

c. Tumor marker diperiksa atas indikasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,

ABDUL HAKIM

ttd

KABUPA
Kepala

G

s


